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LEMBARAN DAERAH
KABUPATE N DAERAH TINGKAT II M/GELANG,
jomer: 7 Tahun: 1980 Serie A.Nomer:2,

A T T L L T T LT PP P T R T P P et
SERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKA1 II MAGE~

JANG.
NOMOR :12 TAHUN 1979

TENTANG
PEMUNGUTAN ATAS PAJAK KERAMALAK
DENGAN RAKHMAT TUEAN YANG .IAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAM TINGKLT IT MaClLAI'G

mimbang : Bahwa Peraturan Daerah’Laoup:ten Mage=
lang nomor 7/DPR tanggal 24 raretl9sy
tentang Mengadakan dan Menagih Pajak -
atas keramaian umum yang sudéh dirubah
untuk pertama kali dengan Peraturan Dg
erah nomor 8/DPR tanggal 7 April 1971-
sudah tidak sesual lagi dengsn perkexz-
bangan situasi dan kondisi,mika dipan-
dang perlu menctapkan suatu leraturan-
Daerah yang mengatur Pungutan atas Fa-
jak Keramaian sebagai pengganti Peratu
ran Daerah nomor 7/DPR tanggal 24 Maret
1954 tersebut. .

mgingat : 1. Undang-undang nomor 5 Tahun 1974 -
tentung.{gkokypokuk Iemerintahan di
Daerah.

2. Undang-undang nomor 13 Tahun 1950 -
jo Peraturan Pemerintah nomor 32 =
Tahun 1950 tontang pembentukan dae=-
rah~-daorah Kabupaten aalam lingkung
an Propinei Jawa Teongah.

%, Undang-undang nomor 11/Drt Tahun =
1957 tentang Peraturan Umum Pajak -
Dﬂﬂrﬂhi

4, Peraturan Daerah nomor 8 ahun 1977
tentang Beaya Perdijinan Dan beaya -
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Administrasi.

engan persetujuan Dewan Porwakilan Rakyat Daerah
abupaten Daerah Tingkat II Magelang.

MEMUTUSKAN

enetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH =
TINGKAT II MAGELANG TENTANG PEHUHGQ
TAN ATAS PAJAK KERAMAIAN.

BABI
KETENTUAN UMUM
Pasal 1.

Dalam Peraturan Daerah ini yang di -

maksud dengan :

a, Pemerintah Daerah ialah Pemerin =
tah Kabupaten Daerah Tingkat II -
Magelang,

b, Bupati Kepala Daerah ialah Bupa =
ti Kepala Daerah Tingkat II Mage-
lang.

¢, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah -
ialah Dewan Perwakilan Rakyat Da=-
erah Kabupaten Daerah Tingkat II=-
Magelang,

d, Keramaian ialah semua pertunjukan
dalam, bentuk atau nama apapun,ba-
ik tersendiri atau tergabung,yansg
para penontonnya dikenakan bea M3
suk, misalnya bioskop,pameran: -
pameran, pasar - malam, fancy-fair /
bazaar, opera, Bandi wara,wayang -
nrang,ketoprak tari-tarian,musik,
permainan sulap, partandinSJn olah
raga, pacuan kuda/kara an sapi,ba-
lapan motor/sepeda motor, sirkus -
dan 1n1n‘aabagainyn,termaauk juga

pertunjukan-pertunjukan oleh per=-
kumpulan-perkumpulan untuk para -
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iggotanya dengan dipungut bayaran.

Pengusaha/Penyelenggara ialah orang ztau badan =
hukum yang atas namanya atauy atas tanggungannya=
menyelenggaralkan kuramaiun"t

Pajak keramaian ialah pajek ‘yang harus dibayar =
oleh Pengurus/penyelengpara keraunalan.

pemungut pajak ialah karyawan Iemerintah baerab-
yang diberi tugas uniuk memungut/menerima pajolk-
keramaian, : ;

petugas ialah kapyawan Pemcrintan Dacrah yang =
pertugas membubulilkan cap padd tanda-tonda masulk-
untuk keramaian dmum serta ménpadakan pengawasan
dan pemeriksaan di tonpat kemarin.

Penonton ialah setiap orang yanp hadir pada waktu
pertunjukan dan kerapaion berlangsung,baik untuk
melihat maupun untuk mendengar,kecuali pengusaha
sendiri, pa{a karyawannya, para pemain dan petu -
gas. :

B A B_~II.
KETENTUAN IJIIT
Pasal 2.

| Untuk menyelenggarakan pertunjukan/keramaian, -
setiap pengusaha/Penyelenggara harus mendapat -
ijin dari Bupati Kepala Daerab, _

 Untuk mendapatkan ijin penyclelggaraan,pengusa-
ha/penyelenggara mengajukan permohonan ijin ke-
poda Bupati Kepala Daerah dengen menyebutkan:

. a. Nama dan tempat tinggal pengusaha/penyeleng-
Eara.

b. Tempat dimana pertunjukan/keramaian akan di-
selenggarakan,

c. Macam pertunjukan/keramaian.
d. Tanggal dan waktu keramaian disclenggarakane.

L
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e, Tujuan penyelenggaraan keramaian,dan apabi=-
la dalam penyalenggaruunnmamungui pembaya =
ran (bea masuk), harus disebutkan besarnya-

- bea masuk yang harus dibayar. X

f. Untuk berapa kali fertunjukan dan untuk =~
jangka waktu yang terbatas atau tidak,

g. Keterangan-keterangan lain yang diperlukan=
untuk penetapan pajak yang harus di bayar,

5) Ijin hanya diberikan kepada pengusaha/penyeleng
gara pemohon untuk pertunjukan/keramaian yaneg
disclunggarakan dalam satu tempat, .

+) Ijin dapat dicabut bilamana pengusaha/penycleng
\ gara melanggar ketentuan=ketentuan dalan Pera - - -
turan Daerah ini,

5) Ijin menjadi gugur apabila karena satu dan lain
- hal keramaian/pertunjukan dibubarkan oleh yang-
berwajib.

T

Pasal 3,

Permohonan ijin baru dapat ditolak apabila pen
saha/penyelenggara pemohon ijin atau untuk siapa/E
ntuk Badan apa ijin tersebut dirmohon pernah lalai-
elunasi pajaknya bagi keramaian yang diselcnggara=
an sebelumnya.

BAB III
KETENTUAN WAJIB BAYAR PAJAK DiN BES.NNYA PUNGUTAN.
Pasal 4,

Pajak harus dibayar oleh pengusaha/penyelengga-
a. Dalam hal mengusaha/penyclenggara terdiri dari-
beberapa orang,maka salah seorang diantara me = ..
reka bertanggung jawadb atas pembayaran pajakny: ..°

N Pasal 5,

1) Besarnya pajak ditetapkan sebagai berikut :
a, Untuk bioskop 30%, - ' _

. b. Untuk keramaian lainnya 20%,

Dipindai dengan CamScanner



r"_:.

b S

(2)

(1)

(2)

b,

- 6l =

¢. Pertandinpan 9lah rarsa termasuk polo air =
dan renang dalam penandian vrun 105,

Besarnya pajok sebagainana diacksud ayat (1)pa-
sal ini dihitunpg dari pendapatan bea masuk yanp
tercantun dalam tanda masuk/karcis yang ditetap
kan oleh penpusaha/penyelenngara,

Pasal 6.

Untuk nmenentukan besarnya pajak,penpgusaha/
penyelenppara harus nenyorchkan kepada petursas
disanping menunjukkan surat ijin dari Bupati -
Kepala Daerah

a. Kartu/karcis tanda nasuk

b, Daftar bea nasuk.
c. Fesanan tenmpat.
d. Progran/rencana penyelenssarcan,
e. Buku teks,
f. Kartu-kartu bebas dan kartu undarsan,
g. Dan lain sebagainya yans diperlutan,
Pﬂﬂal ?-
Pajak harus dibayar dinuka olek pengusaha/penyc
len~zara atau atas namanya kepada penunsut pa=-
jak.

Kepada penpusahi/penyelenggara yong dapat neo-
buktikan bahwa mereka tidak nempu untuk nembta-
yar pajak seluruhnya sebarainans dimaksud ayat
(1) pasal ini,dapat diberikan kescupatan untul
penbayar sisa pajaknya yang terhutans selaubat
lambatnya satu hari sesudah pertunjukan lise -
lengpgarakan,
Pasal 8.

Tidak dijadikan dasar perhitunsan pajak kera -
naian,

Kartu-kartu bebas dan kartu undangen,

Bea masuk untulk pertunjukan-pertunjukan yang -

hasil seluruhnya untuk kepentinxan anal ataw -

untul kepentinsan unun,dala@ hal ini pensusaha/
penyelensrara harus nenasukkan pertanssunsan =

jawab secara lengkap kepada Pemerintah Daerah,
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c.Uang iuran yang harus dibayar oleh anggota-

anggota perkumpulan,uans pesanan tempat,pro-
gran-programn, buku-buku teks,makanan dan se =
bagainya,kecuali apabila menurut penilaian -
Penerintah Daerah uwang-uang sebagal dimaksuc
huruf ¢ pasal ini mempunyai sifat sebapai -
bea nasuk,

Pasal 9.

1(1) Pengenaan pajak diselengpgarakan denrson nemper-
| gunakan kohir-kohir yans nodelnya di tetapkan-
oleh Bupati Kepala Daerah,

(2) Segera setelah kohir itu ditetapkaon,maka surat
-pajak harus disampaikan kepada para wajib bayar

pajak.
BaiB IV,
KETENTUAN KARTU T/ND4i MASUK DN PEMBLY.RAN KEMBALI
Pasal 10,

(1) Setiap pengusaha/penyelenggara wajib memberikan
kartu tanda masuk yang syah kepada tiap-tiap -
pengunjung/penonton sebelum diijinkan masuk -
ketenpat pertunjukan, j

(2) Eartu tanda nasuk dapat diberikan kepadz pensun
jung/penonton pada waktu :
a, Membayar uansg bea nasuk.

b, Menunjukkan kartu langganan.

(3) Pensusaha/penyelengrara yang menberikan keseo-
patan kepada umum memesan tempat bagi suatu -
pertunjukan,naka tanda masuk dapat diberikoan -
pada waktu memesan tenpat tersebut,

Fasal 11,

(1) Kartu tanda masuk sebagaimana dimaksud pasal €
- huruf a dan pasal 12 reraturan Daerah ini -
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(3)

(4)

(2)

(6)

harus nemuat’:

a. Kelas tempat duduk,

b Nonmor urut tempat duduk,

¢. Besarny: bea masuk,

d., Waktu berlakunyn tanda nasuk,

e« Segl khusus untuk tanda pencriksaan oleh -
petugas,.

Kartu tanda masuk dianggap sysh ajabila sudab
dibubuhkan cap dan tanda poreriksian olch pety
£aSe

Kartu tanda nasuk scbagainanc dimckeud ayuat(l)
pasal ini harus dibuat dolan warns berladnan =
berdasarkan kelas tenpat duduk, don yans seje-
nis dibundel nmenjadi buku-buku yang setiap bu-
ku berisikan 100 (seratus) helal kartu tanda -
nasuk diberi nomor urut dan diberi sampul,

Pada sanpul buku tanda nasuk haruc dicantucican:
a. Kelas tenpat duduk,

b. Banyaknya kartu tanda nasulk,

¢. Banyaknya bea nasuk,

d, Tanggal berlokunya tanda rosuk,

¢, Sepi khusus tonpat dibubuvhiian tanpscl,tanda
tanran petusas dan cap diatos garis perio -
rosi,

Penpusaha/penyelengrara harus nonyerahkan bukn
buku tanda nasuk dinaksud ayat (3) dan (§) -
pasal ini kepoda petugas sclanbat-lonbataya

2 x 24 Jan sobelun portunjukan dirnulai (hari-
Mingru dan hard Bosur tidak torbitung),

Tanda nasyk yang tidak nouenubi syorat sebdagel
pona dingkoud ayat (1) dan (3) pasl ind,dapat
dieesvaikan di kantor Penerintah Daorah dongan
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. nenbayar 5¢ dari selisih harga tanda nasuk - .

yang dirubah pertanda nasuk,piniual kp.100,-
(seratus rupiah) perbuku, '

Pasal 124 -

Suatu pertunjukan yanpg diselenpgarakan oleh suatu
perkuugulun untuk para anggotanya maka ketentuan-
pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah ini t1 -
dak berlaku,apabila setiap pengunjung dapat neq -
buktikan bahwa ia anggota perkunipulan tersebut,

Pasal 13,

Suatu pertunjukan yang tidak dapat disclcnggpara -
kan karena satu dan lain hal,sedang tanda-tanda -
nasuk sudah dikeluarkan atau dijual,mcka pengusa-
ha/penyclenggara wajib membeli kembali tanda-tan-
da nasuk yang telah dikeluarkan atau dijual,

Pasal 14.

Kartu tanda nmasuk yang tidak habis terjual aztou -
dibeli kembali oleh pengusaha/penyelenggara scba-
gainana dimaksud pasal 15 Peraturan Daerah ini -
harus dilaporkan untuk dijadikan dasar perbitung-
an besarnya pajak keramaian,

Pasal 15.
Pada tempat penjualan tanda nasuk harus dipasang

papan pengumunan pala tenpat yang mudah dilibhat -
cleh upun,yang nmenuat besarnya bea masuk uninll -
tiap~tiap kelas sama dengan yang tercantun pada-
artt tanda pacdk dan horus digyahkan 0leh potu-
gae,

Seerl pewerdlizamn ptieloartn toanda nasuk sebnzal-
pana dLsaloud rac 15 ayat (1) Buruf ¢ Peraturex
u

Uneroh ini, harus slupan olel yongusahin/renye -
lengocra selana tumh harl gotelabk lturta itu die
pergunakan,
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BabB V.,
KET SNTULN LLIUNGAN.
Pasal 17.

(1) Penpusaha/penyelenppara dilarong untuk :

a. Menrubah nenpghilanpgkan atou bertindak sching
ga nenpakibatkan tak terbacanya capecap,cats
tan-catatan dan tanda tanran peturns,bcik po
da tanda nasuk ataupun satpulnys sebascinana
dinaksud pasal 13 ayat (2) dan (4) Percturan
Daerah inf:

b, Menberikan tanda nasuk kepe”s penonton lain
denran tidak nengikuti noror urutan,

- ©e Merobek tanda nasuk dari buku cebelum dibell

oleh penonton,

d, Menjual kecnbali tanda nasuk yarg telah diru-
nakan,

¢, Menjual tanca masuk yan: tidalt sy-h.
f. Menjual tanda nasuk dengar cars poksaan,

z, Menjual tanda nosuk aelebihi k: pasitas/dayc
tanpung teapat.

h, Menjual tanda masuk diatas harga yans tercan
tun pada tanda nasuk,

i. Menberiken ijin kepada penonton nencsuli tex
pat pertunjukan tanpa perunjukan tands wasus
yang syah,

Penonton dilarang untuk nenr~endalila
suk kepada penrmusahe/penyelenrara,k
na sebab sobagninnna dipalzund asal
an Daerah ini.

Pejabat-pejabat Pouerdintah Doers! dan Felobat =
pejabat Penerintah yang derdouisili Ji wilayahe
Kabupatan Daerah Tingkat II Maselans tidak dide
narkan ménjadi pengusaha penyelenssara keranai-
an,

n tanda ot-
ecuali kare
15 Ferature
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BAB VI .
KETENTUAN PELAKSANALN
Pasal 18.

Pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan olekr
Bupati Kepala Daerah.

30 4B VII
KETENTUAN PID.NA
Pasal 19,

(1) Penyinpangan dari Peraturan Daerah ini adalah -
pelangsaran,

(2) Kepada nereka yanz nelanggar,dikenakan pidana -
kurungan selama-lamanya 3 (tiza) bulan,atau de%
da setinspi-tingginya Rp.1.000,-(seribu rupiah),

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LALIN
Pasal 20,

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini,nmaka Fe-
raturan Daerah Kabupaten Magelang nonor 7/DP2 tang-
Fgal 24 Maret 1954 beserta Feraturan-peraturan Dae -
rah Perubahannya di nyatakan tidak berlaku lagi,

BiB IX

Pasal 2l.
Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tang =
ral diundangkan,
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Magelang,l Yopember 1979

Dsv 3l Pl JXTC N R XYLT BUPATI KEP.ALA DAERLE TING
D.ER)H KABUPATEN DAZRAH KAT IT Mad™LANG
TINGKAT II MAGEL NG
Ketua, ttd,

Lﬁmsaﬂ_}ugs}ﬂ&iﬂ) NIE.08071L350

DISAHKAN
Denran Surat Keputusan  Diundangkan dalau Lemba-

Menteri Dalan Negeri * ran Daerch Kabupaten Da-
Tanggal 23 Juni 1980 erah Tingkat I) Marelons
N0.973.435.33 - 285 No. 7, Tang;al 15-11-1980,
Direktorat Jenderal Pe Seri i Nonor:2,
nerintahan Unum Dan Sekretaris V¥il:yah/Daerzh,
Otononi Daerah Direktur ttad

Penbinaan Pemerintahan

h
Da®era O ZDJ 2R Q.B1),

(%Tv.*mtmlz

ttd,
( Drs. H. SOEMARNO )
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